
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

WALi KOTA BOGOR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

WALi KOTA BOGOR 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN WALi KOTA BOGOR 
NO MOR 3 7 TAHUN 2023 

TENT ANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 504);· 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 N omor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengeloaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
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Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

25. Peraturan Daerah Kata Bogar Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kata Bogor Nomor 95); 

26. Peraturan Daerah Kata Bogor Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan 
Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah 
Kota BogorTahun 2015 Nomor 8); 

27. Peraturan Daerah Kata Bogar Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kata Bogor Tahun 2016 Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Kata Bogar Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 96) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 122); 

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 
tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota 
Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 106) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang 
Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Bogor Nomor 114); 

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 
Nomor 11); 
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Rpl 7.328.944.627,00 
2. Belanja Modal 

a). Belanja Modal 
Tanah 

Rpl.128.093.224.058,00 
Rpl.066.553.405.102,00 

Rp4.282.366. 790,00 
Rp146.302.919.328,00 

Rp6l.628.501.500,00 

Rp2.406.860.416. 778,00 

b. Belanja 
1. Belanja Operasi 

a). Belanja Pegawai 
b). Belanja Barang 

danJasa 
c). Belanja Bunga 
d). Belanja Hibah 
e). Belanja Bantuan 

Sosial 
Jumlah Belanja 

Operasi 

Rp2.787.105.058.802,92 

Rpl.639.426.533.844,00 
Rp55.479.250,00 

Rpl .14 7 .623.045. 708,92 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri dari: 
a. Pendapatan. 

1. Pendapatan Asli 
Daerah 

2 Pendapatan Transfer 
3. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

MEMUTUSKAN: 

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan 
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 
128); 

33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bogor Nomor 132); 

34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2022 Nomor 10); 

35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan 
Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bogor Nomor 137); 

36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2023 Nomor 3); 
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Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I.1 yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Rp161.358.478.068,34 

Rp370.486.701.87 4,42 

Rp9.878.849.606,00 

Rp360.607 .852.268,42 

Rp2.160.750.000,00 

Rp2.160.750.000,00 

Rp2.986.354.433.003,00 

Rp(199.249.374.200,08) 

Rp16.600.650,00 

Rp571.966.552.801,00 

RpS.366. 713.424,00 

Rpl.690.033.475,00 

Rp271.189.473.185,00 

Rp188.457.698.905,00 

Rp93.283.801.959,00 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran tahun berkenaan 

b). Belanja Modal 
Peralatan dan 
Me sin 

c). Belanja Modal 
Gedungdan 
Bangunan 

d). Belanja Modal 
Jalan, Jaringan, 
dan lrigasi 

e). Belanja Modal 
Aset Tetap 
Lainnya 

:f). Belanja Modal 
Aset Lainnya 

Jumlah Belanja 
Modal 

3. Belanja Tidak Terduga 
4. Belanja Transfer 

a). Belanja Bantuan 
Keuangan 

Jumlah Belanja 
Transfer 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

c. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 
2. Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah 
Jumlah Pembiayaan Neto 
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37 
IAH DWIKORAWATI 

)· 

Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 8 September 2022 

8 September 2022 

Pasal 5 
Peraturan Wali Kota 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W ali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bogor. 
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